




£} L, A�/'J::� ":+t�
IMAM & Part11er"s

� "Fiat Justitia Et Pereat Mundus" 

Walikota, (selanjutnya disebut "PMK 3/2024"), yang pada pokoknya 

menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan 

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP 

Provinsi/ Kabupaten / Kota; 

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah

Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari

Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita (Bukti P-5);

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang menjelaskan:

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
c. dst. .. "

b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Buton Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang

Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah

Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-3);

c. Bahwa selanjutnya Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Buton Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan

Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405

Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024,

bertanggal 23 September 2024 (Bukti P-4);

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2), untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Perbedaan Perolehan Suara 

No Jumlah Penduduk 
Berdasarkan Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP 

Kabupaten/Kota 

1 � 250.000 2% 

2 > 250.000 - 500.000 1,5% 

3 > 500.000 - 1.000.000 1% 

4 > 1.000.000 0,5% 
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a. Perrnohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa Tempat

Pemungutan Suara (TPS), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan

Lakudo.

• Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

di TPS 04 Desa Boneoge Anggota KPPS dan Ketua KPPS

meloloskan 2 (dua) orang pemilih atas nama:

La Insele dengan NIK 9171010107670042, (Bukti P-9) dan 

Wa Aluumiya dengan NIK 9171014107720035 (Bukti P-10); 

yang tidak memiliki hak pilih untuk melaksanakan pemungutan 

suara. Kedua orang pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk 

Desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. 

Pada saat melaksanakan pemungutan suara kedua orang 

tersebut membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 

beralamat di desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, 

Kota Jayapura namun Anggota KPPS dan Ketua KPPS 

meloloskan kedua orang tersebut untuk ; 

• Bahwa kejadian ini telah diprotes oleh Maili alias H. Ismail,

namun Anggota KPPS dan Ketua KPPS tidak menghiraukan

protes dari H. Ismail tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 30

November 2024 H. Ismail mengajukan Laporan di Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Tengah dengan Tanda Bukti

Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024

(Bukti P-10), dan menambah bukti pada tanggal 30 November

2024 (Bukti P-11). Selanjutnya saksi Pleno pada Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) telah mengisi Form Keberatan (Bukti

P-12).

• Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, telah memenuhi

unsur untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana

ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17

Tahun 2024 yang menyebutkan:

"Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang

undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,

menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada

Surat Suara yang sudah digunakan;
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sah namun telah digunakan (dicoblos), membuat surat suara 

menjadi tidak berguna atau tidak bernilai. 

Oleh karena itu Anggota KPPS dan Ketua KPPS Desa telah 

melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 

2024 tentang salah satu syarat-syarat PSU yaitu: 

"petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang 

sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut 

menjadi tidak sah"; 

• Bahwa kejadian sebagaimana terurai diatas telah dilaporkan

oleh saudara Ramdan kepada Bawaslu Kabupaten Buton

Tengah Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan

Nomor 012/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 pada tanggal 30

November 2024 pukul 13.30 Wita dan menambah bukti pada

Pukul 22 .43 Wita;

3. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa

Madongka Kecamatan Lakudo.

• Bahwa pada proses pemungutan suara tanggal 27 November

2024, Anggota KPPS dan Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3

Desa Madongka Kecamatan Lakudo melakukan rapat

penghitungan suara dengan cara langsung mengeluarkan surat

suara dan menghitung suara, tanpa mengeluarkan surat suara

satu persatu dan meletakkan diatas meja kemudian memeriksa

terlebih dahulu surat suara;

• Bahwa kegiatan rapat penghitungan suara tersebut menyalahi

ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang

menj elaskan:

(1) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:

a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan

b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota

dan wakil walikota.

(3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan

penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan

cara:

a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan

disaksikan oleh semua pihak yang hadir;

b. mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak

suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
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